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PENGANTAR

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku. 

Gugus Tugas Covid-19 DIBUBARKAN sejak dikeluarkan Peraturan Presiden No 
82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional per tanggal 20 Juli 2020.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Covid-19 dan Gugus Tugas Covid-
19 Daerah selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan

Tugas Penanganan Covid-19. 2



LANDASAN YURIDIS 

Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 

• Keputusan Presiden No 7 
Tahun 2020 (13 Maret
2020) sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan
Presiden No 9 Tahun 2020 
(20 Maret 2020) tentang
Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid – 19.   

Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi

Nasional 

• Peraturan Presiden No 82 
Tahun 2020 Tentang
Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (20 Juli 2020).
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PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN

Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 

• a) Penyebaran Covid-19 telah meluas
dan berdampak pada aspek sosial, 
ekonomi, kesehatan, serta
kesejahteraan masyarakat di 
Indonesia;

• b) WHO telah menyatakan Covid-19 
sebagai Global Pandemic tanggal 11 
Maret 2020;

• c) Telah terjadi keadaan tertentu
darurat bencana wabah penyakit
akibat virus Corona di Indonesia yang 
perlu diantisipasi dampaknya; 

Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional 

• a) Pandemi Covid-19 telah
berdampak terhadap aspek sosial, 
ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat;

• b) Penanganan pandemi Covid-19 
tidak dapat dilepaskan dari upaya
pemulihan perekonomian nasional; 

• c) Penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi nasional harus
dilakukan dalam satu kesatuan yang 
tidak dapat terpisah.  
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TUJUAN 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 

• a) Meningkatkan ketahanan nasional di 
bidang kesehatan;

• b) Mempercepat penanganan Covid-19 
melalui sinergi antar K/L dan Pemda;

• c) Meningkatkan antisipasi perkembangan
eskalasi penyebaran Covid-19;

• d) Meningkatkan sinergi pengambilan
kebijakan operasional; dan

• e) Meningkatkan kesiapan dan
kemampuan dalam mencegah, 
mendeteksi, dan merespons terhadap
Covid-19. 

Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional 

• TIDAK DISEBUTKAN dalam Peraturan
Presiden No 82 Tahun 2020 Tentang
Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional
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TUGAS

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

• TUGAS PELAKSANA 

• a) Menetapkan dan melaksanakan rencana
operasional percepatan penanganan Covid-19;

• b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan
Covid-19;

• c) Melakukan pengawasan pelaksanaan
percepatan penanganan Covid-19;

• d) Mengerahkan sumber daya untuk
pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan
Covid-19; dan

• e) Melaporkan pelaksanaan percepatan
penanganan Covid-19 kepada Presiden dan
Pengarah. 

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional 

• TUGAS KOMITE KEBIJAKAN 

• a) Menyusun rekomendasi kebijakan strategis
kepada Presiden dalam rangka percepatan
penanganan Covid-19 serta pemulihan
perekonomian dan transformasi ekonomi
nasional;

• b) Mengintegrasikan dan menetapkan langkah
– langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta
terobosan yang diperlukan untuk percepatan
penanganan Covid-19 serta pemulihan
perekonomian dan transformasi ekonomi
nasional;

• c) Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka
percepatan penanganan Covid-19 serta
pemulihan perekonomian dan transformasi
ekonomi nasional; 
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SUSUNAN 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 

• Terdiri atas;

• a) Pengarah: Menko PMK sebagai
Ketua; Menko Polhukam dan Menkes
sebagai Wakil Ketua (hanya ada dua
Wakil Ketua); Menkeu sebagai
Sekretaris; 19 Menteri, 7 Kepala dan
seluruh Gubernur sebagai anggota. 

• b) Pelaksana: Kepala BNPB sebagai
Ketua.   

Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional 

• Terdiri atas;

• a) Komite Kebijakan: Menko
Perekonomian sebagai Ketua; ada
enam Wakil Ketua dan Menkes sebagai
Wakil Ketua V. Menteri BUMN sebagai
Ketua Pelaksana.

• b) Satuan Tugas Penanganan Covid-19: 
Kepala BNPB sebagai Ketua. 

• c) Satuan Tugas Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi Nasional: Wakil 
Menteri BUMN I sebagai Ketua. 7



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 (1/2)

AGENDA RAPAT 

DI KOMISI IX DPR RI  

• Selasa, 24 Maret 2020 (dipimpin
Emanuel Melkiades Laka Lena) 

• Kamis, 2 April 2020 (dipimpin
Nihayatul Wafiroh) 

• Selasa, 30 Juni 2020 (Rapat
Diundur)

• Selasa, 7 Juli 2020 (Rapat Batal)

ISU PRIORITAS  

• 24 MARET 2020: (1) Laporan detail 
situasi terkini Covid-19; (2) 
Kebijakan pemerintah dalam
penanganan Covid-19; (3) Kesiapan
sumber daya kesehatan dalam
menghadapi pandemi Covid-19; (4) 
Pendanaan penanganan dan
pengendalian pandemi Covid-19; 
(5) Koordinasi penanganan Covid-
19 serta upaya membangun
komunikasi publik yang baik. 8



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 (2/2) 

ISU PRIORITAS 

• 2 APRIL 2020: (1) Upaya penanganan Covid-19 dan
hambatan pelaksanaannya, terutama terkait kecukupan
anggaran; (2) Penguatan upaya penanganan Covid-19  di 
seluruh provinsi, kabupaten dan kota;  (3) Pemetaan
kebutuhan APD, obat-obatan, tenaga medis, dan sarana
prasarana di seluruh Indonesia, termasuk terobosan
kebijakan yang diambil untuk pengadaannya. 
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REKOMENDASI

• a) Secara umum, Gugus Tugas Covid-19 sudah melaksanakan tugasnya secara
baik dan maksimal sesuai amanat Keppres, meski masih ada beberapa catatan
penting, antara lain  terkait penyerapan anggaran dan koordinasi antar K/L 
maupun Pemda yang masih lemah.   

• b) Gugus Tugas Covid-19 dalam penyampaian informasi rutin ke publik tidak
saja mengumumkan jumlah pasien positif, sembuh dan meninggal dunia, 
namun harus menjelaskan bagaimana terobosan kebijakan agar pandemi
Covid-19 bisa terkendali.   

• c) Harapan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional agar dapat bekerja sesuai tugasnya secara cepat dan terkoordinasi
lebih baik dengan tetap memperhatikan sektor KESEHATAN.  
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